BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan di
atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) merupakan
alas hak yang diakui pemerintah dan dapat digunakan sebagai salah satu
bukti pengajuan sertifikat bagi pemegang hak atas tanah baik itu dalam
pendaftaran tanah secara sporadik ataupun pendaftaran tanah secara
sistematis lengkap sebagaimana program pemerintah. Mengenai
kedudukan hukumnya, surat pernyataan fisik bidang tanah tidak memiliki
kekuatan hukum yang kuat walaupun sudah diakui oleh pemerintah,
karena surat ini dapat dipalsukan dengan mudah, apabila sistem
adminsitrasi desa dalam pengarsipan surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi tumpang
tindih surat yang sebelumnya mungkin sudah pernah diterbitkan atau
yang akan diterbitkan dikemudian hari. Kebijakan SPPFBT sebagai alas
hak yang kuat kurang tepat sebab surat pernyataan sejatinya adalah
pernyataan hukum sepihak, kekuatan hukumnya sama dengan surat di
bawah tangan (onderhand), bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang kuat apalagi sempurna untuk menyatakan hak kepemilikan tanah.
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2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemohon sertifikat hak atas tanah
dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap ada dua yaitu:
pertama, perlindungan hukum preventif adalah dengan melakukan
pendaftaran tanah. Kedua, Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk
perlindungan hukum yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian
sengketa. Mengenai alas hak pengganti yang disederhanakan berupa
pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT)
dapat menyebabkan perkara sengketa dikemudian hari karena masih
belum memiliki kekuatan hukum yang bisa memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum karena surat pernyataan tersebut hanya
dibuat berdasarkan pernyataan sepihak, namun jika pendaftaran tanah
sistematis lengkap melalui surat pernyataan tersebut sudah menerbitkan
sertifikat maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik
sertifikat karena sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai alat
pembuktian di pengadilan.

B. Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan dapat digunakannya surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (SPPFBT) sebagai data yuridis/alas hak masih
menimbulkan multi tafsir di masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan
oleh pihak/oknum vyang tidak beritikad baik untuk melakukan
pendaftaran tanah yang bukan miliknya. Mengingat pentingnya

sertifikat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan sebagai alat



pembuktian yang kuat, disarankan kepada masyarakat yang masih
menggunakan alat bukti kepemilikan tanah yang bukan berupa
sertifikat hak atas tanah untuk segera mendaftarkan tanhnya kepada
pejabat yang berwenang untuk mendapat alat bukti yang sah dan kuat.

. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang
belum bersertifikat memerlukan tersedianya perangkat hukum yang
tertulis, lengkap dan jelas, oleh karena itu diharapkan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dalam bidang pertanahan perlu
direvisi kembali sesuai dengan keadaan sekarang ini, agar selaras dan
tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya sehingga terjadi
harmonisasi hukum, serta melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di
Indonesia dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan tidak
menyimpang dengan peraturan lainnya yaitu dengan mendorong
legislatif dan eksekutif untuk membentuk peraturan pendaftaran tanah

guna memperkuat kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
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